
GUBERNUR SUMATERA BARAT 
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT 

NOMOR .?O TAHUN 2026 
TENTANG 

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, 
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN 

EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 
GUBERNUR SUMATERA BARAT, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (8) 
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 18 
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 
2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 
Nagari perlu membentuk Peraturan Gubernur ten tang Tata Cara 
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan 
Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan; 
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6914); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 ten tang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang 
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 
2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 
Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 
2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Sumatera Barat Nomor 197); 

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 4). 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA 
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, 
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA 
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN 
KEUANGAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan 
urusan pemerintahan Daerah. 

7. Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang selanjutnya 
disebut Bappeda Provinsi adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Provinsi Sumatera Barat. 

8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi yang selanjutnya 
disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Provinsi Sumatera Barat. 
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9 . Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. 
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi adalah Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat. 
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, 
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 
hak dan kewajiban daerah. 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 

13. Bantuan Keuangan adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang dari 
Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lain dan pemerintah desa 
yang bersifat umum atau khusus dalam rangka pemerataan, menunjang 
program kegiatan Pemerintah Daerah. 

14. Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang selanjutnya disingkat BKBU adalah 
Bantuan Keuangan yang diberikan kepada pemerintah daerah provinsi lain, 
kabupaten/kota, dan nagari / desa yang peruntukan dan pengelolaannya 
diserahkan kepada penerima bantuan. 

15. Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah 
Bantuan Keuangan yang diberikan kepada pemerintah daerah provinsi lain, 
kabupaten/kota dan nagari/ desa yang peruntukan ditetapkan oleh pemberi 
bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan. 

16. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan konkuren sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. 

17. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan konkuren 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai 
dengan potensi yang dimiliki Daerah. 

18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara 
Umum Daerah. 

19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD 
yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 

20. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD 
adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah 
yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 

21. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah 
Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang bertugas 
menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka 
penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

22. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

23. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan di bidang 
pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai asumsi yang mendasarinya 
untuk periode 1 (satu) tahun. 

24. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 
adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan 
kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan 
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat 
daerah. 
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25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat 
pendapatan dan belanja setiap satuan kerja perangkat daerah yang 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. 

26. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS 
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPD untuk 
permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga. 

27. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS 
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna 
anggaran untuk penerbitan surat perintah pencairan dana langsung atas 
beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat 
daerah kepada pihak ketiga. 

28. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD 
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD. 

29. Surat Perintah Pencairan Dana Langsung yang selanjutnya disebut SP2D­
LS adalah dokumen yang digunakan se bagai dasar pencairan dana yang 
diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD berdasarkan SPM-LS. 

30. Pemerintah Provinsi Lain adalah Pemerintah Provinsi Lain di luar wilayah 
Provinsi Sumatera Barat. 

31. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/ kota yang berada di wilayah Daerah dan 
di luar wilayah Daerah. 

32. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah kabupaten/kota di Daerah 
dan di luar Daerah. 

33. Nagari atau Desa selanjutnya disebut Nagari/Desa adalah kesatuan 
masyarakat hukum di Daerah yang memiliki batas wilayah yang berwenang 
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul 
dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

34. Pemerintah Nagari/Desa adalah wali nagari atau kepala desa yang dibantu 
perangkat Nagari/Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
Nagari/Desa. 

35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari/Desa, selanjutnya disebut APB 
Nagari/Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan 
Nagari/Desa. 

36. Peraturan Nagari/Desa adalah peraturan perundang-undangan yang 
ditetapkan oleh wali nagari/kepala desa setelah dibahas dan disepakati 
bersama badan permusyawaratan Nagari/Desa. 

37. Peraturan Wali Nagari/Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh 
wali nagari/ kepala desa. 

Pasal2 
Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis dalam 
pengelolaan pemberian Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD. 

Pasal3 
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi : 
a. tata cara penganggaran; 
b. pelaksanaan dan penatausahaan; 
c. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan 
d. monitoring dan evaluasi. 
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BAB II 
TATA CARA PENGANGGARAN 

Bagian Kesatu 
Umum 
Pasal 4 

(1) Bantuan Keuangan diberikan dalam rangka: 
a. kerja sama daerah; 
b. pemerataan peningkatan kemampuan keuangan; dan/ atau 
c. tujuan tertentu lainnya. 

(2) Bantuan Keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk memberikan manfaat 
bagi Pemerintah Daerah dan/ atau penerima Bantuan Keuangan. 

(3) Belanja Bantuan Keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan 
keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan 
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja 
yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, baik bagi Pemerintah 
Daerah maupun pemerintah daerah calon penerima, kecuali ditentukan lain 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 5 
Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat 
diberikan kepada: 
a. Pemerintah Provinsi Lain; 
b . Pemerintah Kabupaten/Kota; dan 
c. Pemerintah Nagari / Desa. 

Pasal6 
(1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari: 

a. BKBU; dan 
b. BKK. 

(2) BKBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam 
rangka kerja sama daerah atau pernerataan peningkatan kernarnpuan 
keuangan. 

(3) BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam 
rangka tujuan tertentu lainnya. 

(4) BKK sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) bertujuan untuk memberikan 
manfaat bagi pemberi dan/atau penerima Bantuan Keuangan. 

Bagian Kedua 
Perencanaan 

Pasal 7 
(1) Perencanaan BKBU sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 ayat (2) 

berdasarkan: 
a. usulan proposal permohonan BKBU dalam rangka kerja sama dari calon 

penerirna; dan/ a tau 
b. hasil analisis kesenjangan fiskal antar daerah Kabupaten/ Kota. 

(2) Hasil Kajian proposal permohonan BKBU dalarn rangka kerja sarna dan 
Analisis kesenjangan fiskal antar daerah Kabupaten/ Kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang difasilitasi oleh BPKAD. 

(3) Pembentukan, keanggotaan, dan tugas tim sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Gubernur. 
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Pasal 8 
(1) Tim kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) melaksanakan 

kajian terhadap usulan proposal permohonan BKBU dalam rangka kerja 
sama yang disampaikan oleh calon penerima BKBU dengan : 
a . menilai kesesuaian usulan dengan program prioritas Pemerintah Daerah 

tahun berkenaan dan kelengkapan serta kelayakan dokumen yang 
dipersyaratkan; dan 

b. besaran pembagian pendanaan antara Pemerintah Daerah dengan 
Pemerintah Provinsi Lain atau Pemerintah Kabupaten/Kota. 

(2) Pembagian pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
merupakan pola pembagian pendanaan atas setiap pekerjaan yang 
dilakukan. 

(3) Hasil kajian dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format berita acara 
verifikasi usulan BKBU dalam rangka kerja sama daerah dengan format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

(4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan 
pembahasan terhadap substansi kerja sama yang akan dituangkan dalam 
rancangan perjanjian kerja sama yang difasilitasi oleh tim koordinasi kerja 
sama daerah. 

(5) Rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
disampaikan kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan. 

(6) Besaran alokasi BKBU yang telah dituangkan dalam rancangan perjanjian 
kerja sama yang telah di setujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) menjadi dasar pencantuman dalam RKPD. 

Pasal 9 
(1) Hasil analisis kesenjangan fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 

(1) huruf b dibahas lebih lanjut dengan TAPD. 
(2) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TAPD 

menetapkan besaran alokasi BKBU dalam rangka pemerataan peningkatan 
kemampuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. 

(3) Besaran alokasi BKBU yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) menjadi dasar pencantuman dalam RKPD. 

Pasal 10 
(1) BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diberikan kepada 

Pemerintah Provinsi Lain, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Pemerintah 
Nagari/Desa digunakan untuk pencapaian kinerja program prioritas 
Pemerintah Daerah yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Pemerintah Provinsi Lain, Pemerintah Kabupaten/Kota dan 
Pemerintah Nagari/Desa penerima bantuan. 

(2) Program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras 
dengan dokumen perencanaan Daerah. 

Pasal 11 
(1) Program prioritas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

10 ayat (2) merupakan program prioritas yang menjadi arah kebijakan 
alokasi pemberian BKK untuk tahun anggaran berkenaan. 

(2) Program prioritas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
harus dipedomani oleh Pemerintah Provinsi Lain, Pemerintah 
Kabupaten/Kota dan Pemerintah Nagari/Desa calon penerima Bantuan 
Keuangan dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan Bantuan 
Keuangan yang akan diusulkan. 
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(3) Program prioritas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disusun oleh Bappeda Provinsi berdasarkan perencaanaan pembangunan 
Daerah. 

Pasal 12 
(1) BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diprioritaskan 

penggunaannya pada: 
a . kegiatan yang akan menambah aset atau belanja modal bagi penerima 

Bantuan Keuangan; 
b. kegiatan yang mendukung operasional pelaksanan event berskala 

nasional dan/ a tau provinsi; 
c. kegiatan dalam rangka penanggulangan bencana; atau 
d . kegiatan dalam rangka percepatan pembangunan, peningkatan 

pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan dan 
penanggulangan kemiskinan di Nagari/Desa. 

(2) Kegiatan yang menambah aset atau belanja modal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a meliputi: 
a . pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas dan kewenangan 

Pemerintah Provinsi Lain,Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Pemerintah 
Nagari/Desa penerima Bantuan Keuangan; 

b . rehab sedang/ berat sarana dan prasarana pelayanan publik; a tau 
c. pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik. 

(3) Pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas dan kewenangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan rehab sedang/berat 
sarana dan prasarana pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf b, untuk spesifikasi teknis konstruksi harus mengikuti aturan 
teknis yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(4) BKK untuk kegiatan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas dan 
kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan rehab 
sedang/berat sarana dan prasarana pelayanan publik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak termasuk untuk membiayai 
administrasi kegiatan dan biaya perencanaan. 

(5) Penggunaan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
keputusan Gubernur. 

Pasal 13 
(1) BKBU dalam rangka kerja sama daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 

(2) dilakukan berdasarkan usulan tertulis dari Pemerintah Provinsi Lain 
atau Pemerintah Kabupaten/Kota calon penerima BKBU. 

(2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen 
sebagai berikut: 
a. surat permohonan tertulis yang ditandatangani oleh kepala daerah dari 

Pemerintah Provinsi Lain atau Pemerintah Kabupaten/Kota calon 
penerima BKBU; 

b. proposal yang memuat rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya 
yang ditandatangani oleh kepala daerah Pemerintah Provinsi Lain atau 
Pemerintah Kabupaten/Kota calon penerima BKBU; 

c. rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud 
pada huruf b mencantumkan rencana pemanfaatan dan keberlanjutan 
basil pelaksanaan BKBU; 

d. rekomendasi tertulis dari satuan kerja perangkat daerah terkait daerah 
penerima BKBU sete1ah di1akukan verifikasi administrasi dan faktual 
kelapangan; 
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e. dokumen kesiapan kriteria untuk pembangunan infrastruktur, 
pembangunan/rehab sedang/berat gedung kantor, serta pengadaan 
sarana prasarana pelayanan publik berupa detail engineering design, 
gambar teknis, dan dokumen lingkungan beserta dokumen pendukung 
lainnya bila dibutuhkan; dan 

f. khusus untuk pembangunan infrastruktur, dan pembangunan gedung 
kantor dilengkapi dengan sertifikat hak milik atas tanah. 

(3) Kepala daerah penerima BKBU dalam rangka kerja sama daerah 
bertanggungjawab secara formil maupun materil atas permohonan tertulis 
beserta keabsahan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2). 

(4) Format permohonan tertulis BKBU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 14 
(1) BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan berdasarkan 

usulan tertulis dari Pemerintah Provinsi Lain, Pemerintah Kabupaten/Kota 
atau Pemerintah Nagari/ Desa calon penerima BKK. 

(2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melengkapi 
dokumen sebagai berikut: 
a . proposal yang memuat rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya 

yang ditandatangani oleh kepala daerah untuk Pemerintah Provinsi Lain 
atau Pemerintah Kabupaten/ Kota calon penerima BKK; 

b. proposal yang memuat rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya 
yang ditandatangani oleh wali nagari/ kepala desa dari Nagari/ Desa 
calon penerima BKK dan diketahui oleh camat dan kepala daerah dari 
Nagari/ Desa terkait; 

c. rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b mencantumkan rencana pemanfaatan dan 
keberlanjutan hasil pelaksanaan BKK; 

d. rekomendasi tertulis dari satuan kerja perangkat daerah teknis terkait 
dari Pemerintah Provinsi Lain a tau Pemerintah Ka bu paten/ Kota 
penerima BKK setelah dilakukan verifikasi administrasi dan faktual 
kelapangan; 

e . selain rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf d, usulan 
BKK dari Pemerintah Nagari/Desa juga menyertakan rekomendasi 
tertulis dari satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan 
pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa Pemerintah 
Kabupaten/ Kota calon penerima BKK; 

f. surat pernyataan dari kepala daerah a tau wali nagari/ kepala desa calon 
penerima BKK bahwa status lahan sudah clean and clearuntuk kegiatan 
yang bersifat pembangunan fisik; 

g. surat pernyataan dukungan anggaran oleh kepala daerah atau wali 
nagari/ kepala desa calon penerima BKK untuk kegiatan yang bersifat 
pembangunan fisik; dan 

h. dokumen kesiapan kriteria untuk pembangunan infrastruktur, 
pembangunan/ rehab sedang/ berat gedung kantor, serta pengadaan 
sarana prasarana pelayanan publik berupa detail engineering design, 
gambar teknis, dan dokumen lingkungan beserta dokumen pendukung 
lainnya bila dibutuhkan. 

(3) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam 
rangka penanggulangan bencana dengan mengisyaratkan ketetapan status 
tanggap darurat. 
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(4) Kepala daerah, dan wali nagari/kepala desa penerima BKK 
bertanggungjawab secara formil maupun materil atas permohonan tertulis 
beserta keabsahan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2). 

(5) Format permohonan tertulis BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari peraturan Gubernur ini. 

Pasal 15 
Pemerintah Daerah dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping pada 
APBD / APBNagari/Desa penerima BKK. 

Pasal 16 
(1) Usulan BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan oleh 

kepala daerah calon penerima BKK kepada Gubernur. 
(2) Penyampaian usulan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

melalui BPKAD dengan diinput pada aplikasi yang telah disediakan 
Pemerintah Daerah. 

(3) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh 

a. badan perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Lain 
calon penerima BKK; 

b. badan perencanaan pembangunan daerah pemerintah kabupaten/ kota 
calon penerima Bantuan Keuangan; 

c. badan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan 
perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan desa 
dari Nagari/Desa calon penerima BKK. 

Pasal 17 
(1) Usulan BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diverifikasi oleh tim 

verifikasi yang beranggotakan BPKAD, Bappeda Provinsi, Dinas 
Pemberadayaan Masyarakat dan Desa Provinsi, unit kerja yang 
menyelenggarakan urusan penunjang bidang administrasi pembangunan 
pada Sekretariat Daerah, unit kerja yang menyelenggarakan urusan 
penunjang bidang pemerintahan dan otonomi daerah pada Sekretariat 
Daerah, dan SKPD terkait lainnya. 

(2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi 
terhadap usulan permohonan BKK dari calon penerima BKK dengan menilai 
kesesuaian usulan dengan program prioritas Pemerintah Daerah tahun 
berkenaan dan kelengkapan serta kelayakan dokumen yang dipersyaratkan. 

(3) Selain melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tim 
verifikasi dapat melakukan tinjauan lapangan untuk memvalidasi usulan 
BKK jika diperlukan. 

(4) Hasil verifikasi layak atau tidak layaknya usulan BKK dituangkan dalam 
format berita acara verifikasi usulan BKK sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Gubernur ini. 

(5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dan dibahas 
lebih lanjut oleh TAPD untuk menetapkan penerima dan besaran alokasi 
BKK. 

(6) Penerima dan besaran alokasi BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
dituangkan dalam format berita acara hasil keputusan TAPD terhadap 
usulan BKK sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 
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(7) Besaran alokasi Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksucl pada ayat (6) 
menjadi clasar pencantuman clan penetapan dalam RKPD dan perubahan 
RKPD. 

(8) Pembentukan, keanggotaan clan rincian tugas tim verifikasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur. 

Pasal 18 
(1) Penyampaian usulan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 13 ayat (1) Pasal 16 ayat (1) disampaikan paling lambat: 
a . minggu ke 4 (empat) bulan April tahun berjalan untuk perencanaan 

RKPD untuk tahun berikutnya; dan 
b. minggu ke 4 (empat) bulan Juni tahun berjalan untuk perencanaan 

perubahan RKPD tahun berkenaan. 
(2) Penambahan usulan baru Bantuan Keuangan tidak dapat clilakukan di 

luar jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) Jadwal penyampaian usulan Bantuan Keuangan untuk perubahan APBD 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b hanya diberikan untuk 
usulan BKK dalam rangka menclukung operasional pelaksanaan event 
berskala nasional dan/ atau event berskala provinsi dan bantuan bencana 
alam. 

(4) Jadwal penyampaian usulan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikecualikan dalam rangka penanggulangan bencana. 

Pasal 19 
Perubahan besaran alokasi BKK yang telah ditetapkan dalam RKPD dapat 
clilakukan sepanjang tidak melebihi besaran yang ditetapkan dalam RKPD dan 
menjadi dasar pencantuman belanja BKK pada rancangan perubahan RKPD, 
perubahan KUA, clan perubahan PPAS pada tahun berkenaan. 

Pasal 20 
(1) Besaran alokasi anggaran BKBU yang telah ditetapkan dalam RKPD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dan Pasal 9 ayat (3) menjadi 
dasar pencantuman BKBU pada rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun 
berkenaan. 

(2) Besaran alokasi anggaran BKK yang telah ditetapkan pada RKPD dan 
perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) menjadi 
dasar pencantuman belanja BKK pada rancangan KUA dan rancangan 
perubahan KUA, rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS 
Pemerintah Daerah tahun berkenaan. 

(3) Rancangan KUA, rancangan perubahan KUA, rancangan PPAS dan 
rancangan perubahan PPAS tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) clan ayat (2) clisetujui bersama oleh Gubernur dan DPRD, dan 
menjadi dasar pencantuman alokasi belanja Bantuan Keuangan dan calon 
penerima Bantuan Keuangan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang 
APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, 
Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan Rancangan 
Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD. 

(4) Bantuan Keuangan dianggarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Bantuan Keuangan dianggarkan dalam kelompok belanja transfer, jenis 
belanja Bantuan Keuangan, objek belanja BKBU dan BKK, rincian objek dan 
sub rincian objek belanja Bantuan Keuangan sesuai kode rekening 
berkenaan. 
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Pasal 21 
Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Bantuan Keuangan 
dicantumkan dalam Lampiran V Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD 
dan/atau Penjabaran Perubahan APBD. 

BAB III 
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN 

Bagian Kesatu 
Pelaksanaan 

Pasal 22 
(1) Gubernur menetapkan alokasi Bantuan Keuangan dengan keputusan 

Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah 
tentang Perubahan APBD, Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, 
dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD. 

(2) Penetapan alokasi belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. untuk BKBU dalam rangka kerja sama daerah meliputi nama daerah 

penerima, uraian pekerjaan, lokasi pekerjaan dan besaran anggaran 
untuk masing-masing uraian pekerjaan; 

b. untuk BKBU dalam rangka pemerataan peningkatan kemampuan 
keuangan meliputi nama daerah penerima dan besaran alokasi anggaran 
untuk masing-masing penerima; 

c. untuk BKK meliputi nama daerah penerima, uraian pekerjaan, lokasi 
pekerjaan dan besaran anggaran untuk masing-masing uraian 
pekerjaan; dan 

d. untuk BKK dalam rangka kegiatan penanggulangan bencana meliputi 
nama daerah penerima dan besaran anggaran. 

(3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 
dokumen pendukung pencairan Bantuan Keuangan oleh SKPD yang 
melaksanakan tugas SKPKD. 

(4) Pencairan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran dan surat penyediaan dana 
dengan mekanisme pembayaran langsung. 

Pasal 23 
(1) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) 

disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Lain, Pemerintah Kabupaten/Kota 
atau Pemerintah Nagari/Desa penerima Bantuan Keuangan untuk 
dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan APB 
Nagari/ APB Desa masing-masing penerima Bantuan Keuangan. 

(2) Dalam hal Peraturan Daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja 
daerah penerima Bantuan Keuangan telah ditetapkan, penganggaran 
Bantuan Keuangan dapat dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai 
berikut: 
a . melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran 

anggaran pendapatan dan belanja daerah penerima Bantuan Keuangan 
tahun berkenaan dan diberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat 
daerah masing-masing untuk selanjutnya ditampung dalam perubahan 
anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan 

b. menyusun dan mengesahkan DPA-SKPD atas alokasi Bantuan 
Keuangan se bagai dasar pelaksanaan. 
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(3) Dalam hal penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) 
huruf a tidak melakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja 
daerah maka Bantuan Keuangan ditampung dalam laporan realisasi 
anggaran tahun berkenaan. 

(4) Dalam hal Peraturan Wali Nagari/Peraturan Kepala Desa tentang anggaran 
pendapatan dan belanja Nagari/Desa penerima Bantuan Keuangan telah 
ditetapkan, penganggaran BKK dapat dilaksanakan dengan langkah­
langkah se bagai beriku t : 
a . melakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Nagari/Desa 

penerima Bantuan Keuangan tahun berkenaan dan memberitahukannya 
kepada badan musyawarah Nagari/Desa; 

b. menyusun dan mengesahkan APB-Nagari/Desa atas alokasi BKK sebagai 
dasar pelaksanaan; dan 

c. BKK ditampung dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja 
Nagari/Desa penerima Bantuan Keuangan sesuai peraturan perundang­
undangan. 

Pasal 24 
(1) Pemerintah Provinsi Lain atau Pemerintah Kabupaten/Kota penerima BKBU 

dalam rangka kerja sama daerah wajib menggunakan Bantuan Keuangan 
sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian kerja sama daerah. 

(2) Pemerintah Kabupaten/Kota penerima BKBU dalam rangka pemerataan 
peningkatan kemampuan keuangan daerah menggunakan Bantuan 
Keuangan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah penerima. 

Pasal 25 
Pemerintah Provinsi Lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Nagari 
dan/Desa penerima BKK wajib menggunakan Bantuan Keuangan sesuai 
peruntukkan yang telah ditetapkan dalam keputusan Gubernur sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 ayat ( 1). 

Pasal 26 
Tata cara pengadaan barang dan jasa yang berasal dari Bantuan Keuangan 
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Ked ua 
Penatausahaan 

Pasal 27 
(1) Pencairan BKBU dalam rangka kerja sama daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 22 ayat (3) dalam bentuk fisik dilakukan dengan mekanisme 
pencairan BKBU sesuai porsi yang disepakati dalam penjanjian kerja sama. 

(2) Permohonan pencairan BKBU dalam rangka kerja sama daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan: 
a. surat permohonan pencairan BKBU dalam rangka kerja sama daerah 

dari kepala daerah penerima BKBU; 
b. nomor rekening kas umum daerah penerima BKBU dalam rangka kerja 

sama daerah; 
c. kwitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, dicap dan ditandatangani 

oleh kepala daerah penerima BKBU dalam rangka kerja sama daerah; 
d . surat pernyataan tanggung jawab kepala daerah penerima BKBU dalam 

rangka kerja sama daerah yang dilengkapi dengan materai yang cukup; 
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e. Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan dan 
belanja daerah atau Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan 
penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 
berkenaan dari daerah penerima BK.BU dalam rangka kerja sama 
daerah; dan 

f. ringkasan kontrak. 
(3) Ringkasan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f 

dilaksanakan paling lambat bulan Juli tahun anggaran berkenaan. 
(4) Pencairan BKBU dalam rangka pemerataan peningkatan kemampuan 

keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dilakukan dengan 
melengkapi dokumen sebagai berikut: 
a. surat permohonan pencairan BKBU dari kepala daerah dari 

Kabupaten/ Kota kepada Gubemur c.q. SKPD yang membidangi SKPKD; 
b . proposal yang ditandantangani oleh kepala daerah dari Kabupaten/ Kota 

penerima BKBU sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan dengan 
keputusan Gubemur; 

c. nomor rekening kas umum daerah pemerintah daerah penerima 
Bantuan Keuangan; 

d. kwitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, dicap dan ditandatangani 
oleh kepala daerah penerima BKBU; 

e. surat pernyataan tanggung jawab kepala daerah penerima BKBU yang 
dilengkapi dengan materai yang cukup; dan 

f. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/ Kota tentang anggaran 
pendapatan dan belanja daerah atau Peraturan Kepala Daerah 
Kabupaten/ Kota tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan 
dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan. 

(5) Format surat pernyataan tanggungjawab atas penerimaan BKBU 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan ayat (4) huruf e tercantum 
dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 28 
(1) Pencairan BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), untuk 

Pemerintah Provinsi Lain dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dilakukan 
dengan mekanisme sebagai berikut: 
a. untuk kegiatan fisik, besaran pencairan BKK sesuai dengan nilai termin 

yang diajukan/ ringkasan kontrak dengan mempertimbangkan 
tersedianya anggaran kas pada Pemerintah Daerah; 

b. untuk kegiatan non fisik besaran pencairan BKK sesuai dengan 
keputusan Gubernur; dan 

c. untuk kegiatan penanggulangan bencana besaran pencairan BKK sesuai 
dengan keputusan Gubernur. 

(2) Permohonan pencairan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dilengkapi dengan : 
a. surat permohonan pencairan BKK dari kepala daerah penerima BKK 

fisik; 
b. nomor rekening kas umum daerah penerima BKK; 
c. kwitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, dicap dan ditandatangani 

oleh kepala daerah penerima BKK; 
d. surat pernyataan tanggung jawab kepala daerah penerima BKK yang 

dilengkapi dengan materai yang cukup; 
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e. Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan dan 
belanja daerah atau Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan 
penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 
berkenaan dari daerah penerima BKK; dan 

f. ringkasan kontrak. 
(3) Ringkasan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f 

dilaksanakan paling lambat bulan Juli tahun anggaran berkenaan. 
(4) Permohonan pencairan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dilengkapi dengan : 
a. surat permohonan pencairan BKK dari kepala daerah penerima BKK non 

Fisik; 
b. nomor rekening kas umum daerah dari daerah penerima BKK; 
c. kwitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, dicap dan ditandatangani 

oleh kepala daerah penerima BKK; 
d. surat pernyataan tanggungjawab dari kepala daerah penerima BKK yang 

dilengkapi dengan materai yang cukup; dan 
e. Peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan dan 

belanja daerah atau Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan 
penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 
berkenaan dari daerah penerima BKK; 

f. rencana anggaran biaya yang ditandatangani oleh kepala daerah atau 
pejabat yang ditunjuk dari daerah penerima BKK; 

g. syarat lain yang ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang­
undangan. 

(5) Permohonan pencairan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
dilengkapi dengan : 
a. surat permohonan pencairan BKK dari kepala daerah penerima BKK 

kegiatan penanggulangan bencana; 
b. nomor rekening kas umum daerah dari daerah penerima BKK; 
c. kwitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, dicap dan ditandatangani 

oleh kepala daerah penerima BKK; 
d. surat pernyataan tanggungjawab dari kepala daerah penerima BKK yang 

dilengkapi dengan materai yang cukup; dan 
e . syarat lain yang ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang­

undangan. 
(6) Format surat pemyataan tanggung jawab atas penerimaan BKK 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, ayat (4) huruf d, dan ayat (5) 
huruf d tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 29 
(1) Pencairan BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), untuk 

Pemerintah Nagari/Desa dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut: 
a. surat permohonan pencairan dari wali nagari/kepala desa penerima BKK 

yang telah mendapatkan rekomendasi dari perangkat daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan desa pada Kabupaten/Kota 
dari Nagari/ Desa penerima; 

b. nomor rekening kas umum Nagari/Desa; 
c. kwitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, dicap dan ditandatangani 

oleh wali nagari /kepala desa penerima BKK; 
d . surat pernyataan tanggungjawab wali nagari/kepala desa penerima BKK 

yang dilengkapi dengan materai yang cukup; 
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e. Peraturan Nagari/Desa tentang APBNagari/Desa atau Peraturan 
Nagari/Desa tentang perubahan APBNagari/Desa tahun anggaran 
berkenaan dari Nagari/Desa penerima BKK; 

f. Peraturan Wali Nagari/Kepala Desa tentang penjabaran APBNagari 
/Desa atau Peraturan Wali Nagari/Kepala Desa tentang perubahan 
penjabaran APBNagari/Desa tahun anggaran berkenaan dari 
Nagari/Desa penerima BKK; 

g. rencana anggaran biaya yang ditandatangani oleh kepala desa/wali 
nagari; dan 

h. syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Format surat pernyataan tanggung jawab atas penerimaan BKK 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran 
VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 30 
(1) Dalam hal BKBU dalam rangka kerja sama dalam bentuk fisik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) mengalami putus kontrak, penerima 
BKBU mengembalikan sisa nilai kontrak sesuai proporsi yang telah 
ditetapkan dalam perjanjian kerja sama ke rekening kas umum daerah 
Pemerintah Daerah. 

(2) Dalam hal kegiatan BKBU dalam rangka kerja sama dalam bentuk fisik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang pelaksanaan 
pekerjaannya melewati tahun anggaran, penerima BKBU menyampaikan 
laporan pekerjaan melewati tahun anggaran berkenaan kepada Gubernur 
cq. Biro Administrasi Pembangunan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) 
hari setelah tahun anggaran berakhir. 

(3) Dalam hal pekerjaan melewati tahun anggaran sebagaimana dimaksud ayat 
(2) tidak terlaksana atau putus kontrak di tahun berikutnya, maka penerima 
BKBU wajib mengembalikan sisa nilai kontrak sesuai proporsi yang telah 
ditetapkan dalam perjanjian kerja sama paling lambat 31 Desember tahun 
terse but. 

(4) Dalam hal BKBU dalam rangka kerja sama tidak dilaksanakan pada tahun 
berkenaan, penerima BKBU wajib mengembalikan BKBU kepada 
Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kegiatan dinyatakan 
tidak terlaksana berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. 

(5) Pemerintah Provinsi Lain atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak 
menggunakan dana BKBU dalam rangka kerja sama sesuai dengan 
peruntukannya dikenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan yang tertuang 
dalam perjanjian kerja sama. 

Pasal 31 
(1) Dalam hal kegiatan BKK berupa kegiatan fisik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a mengalami putus kontrak, penerima BKK 
mengembalikan BKK sebesar sisa kontrak ke rekening kas umum daerah 
Pemerintah Daerah. 

(2) Dalam hal BKK berupa kegiatan non fisik sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 ayat (1) huruf b terdapat sisa anggaran, penerima BKK wajib 
mengembalikan sisa anggaran tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan setelah 
kegiatan dilaksanakan. 
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(3) Dalam hal BKK berupa kegiatan dalam rangka penanggulangan bencana 
sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) huruf c terdapat sisa anggaran, 
penerima BKK dapat mengoptimalkan kembali sisa anggaran untuk 
penanggulangan bencana dan dilaporkan kembali ke Gubernur cq. Biro 
Administrasi Pembangunan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah 
tahun anggaran berakhir. 

(4) Dalam hal kegiatan BKK untuk kegiatan fisik sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 ayat (1) huruf a yang pelaksanaan pekerjaannya melewati tahun 
anggaran, penerima BKK menyampaikan laporan pekerjaan melewati tahun 
anggaran berkenaan kepada Gubernur cq. Biro Administrasi Pembangunan 
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berakhir. 

(5) Dalam hal pekerjaan melewati tahun berkenaan sebagaimana dimaksud 
ayat (4) tidak terlaksana/putus kontrak di tahun berikutnya maka penerima 
BKK wajib mengembalikan BKK sebesar sisa tidak terlaksana/putus 
kontrak paling lambat 31 Desember tahun anggaran berikutnya ke rekening 
kas umum Pemerintah Daerah. 

(6) Pemerintah Provinsi Lain, Pemerintah Kabupaten/ Kota yang tidak 
menggunakan dana BKK sesuai dengan peruntukannya dikenakan sanksi 
berupa: 
a. mengembalikan BKK kepada Pemerintah Daerah; dan 
b. tidak diberikan BKK selama 2 (dua) tahun kedepan berturut-turut. 

Pasal32 
(1) Dalam hal kegiatan BKK yang diberikan kepada Pemerintah Nagari/Desa 

tidak terlaksana sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan, maka wali 
nagari/ kepala desa, dapat menganggarkan kembali pada tahun berikutnya. 

(2) Dalam hal kegiatan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum 
terlaksana, wali nagari/ kepala desa wajib mengembalikan BKK paling 
lambat 31 Desember tahun anggaran berikutnya ke rekening kas umum 
Pemerintah Daerah. 

(3) Dalam hal kegiatan BKK yang diberikan kepada Pemerintah Nagari/Desa 
telah selesai dilaksanakan namun masih terdapat sisa anggaran pada akhir 
tahun berkenaan, maka wali nagari / kepala desa wajib mengembalikan sisa 
anggaran paling lambat 3 (tiga) bulan pada tahun berkenaan berakhir. 

(4) Dalam hal kegiatan BKK yang diberikan kepada Pemerintah Nagari/ Desa 
belum selesai dilaksanakan namun terdapat sisa anggaran pada tahun 
berkenaan, maka wali nagari/ kepala desa menganggarkan kembali sebesar 
sisa tahun berkenaan yang tidak terlaksana. 

(5) Dalam hal kegiatan BKK yang belum selesai sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) terdapat sisa pada tahun berikutnya, wali nagari/ kepala desa wajib 
mengembalikan BKK pada tanggal 31 Desember ke rekening kas umum 
Pemerintah Daerah. 

(6) Dalam hal wali nagari/ kepala desa tidak mengembalikan BKK sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (5), Pemerintah Daerah melakukan 
pemotongan dana bagi hasil yang diberikan kepada Pemerintah 
Kabupaten/ Kota dari Nagari/Desa. 

Pasal 33 
( 1) BPKAD selaku SKPKD melakukan verifikasi terhadap permohonan 

pencairan dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27, Pasal 28 da n Pasal 29. 

(2) Dalam hal permohonan dan kelengkapan administrasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan sah, bendahara 
pengeluaran BPKAD menerbitkan SPP-LS atas Bantuan Keuangan. 
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(3) Berdasarkan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat 
penatausahaan keuangan BPKAD menerbitkan SPM-LS dan diteruskan 
kepada BUD/ Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D-LS. 

(4) Berdasarkan SPP-LS, SPM-LS dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS. 

(5) Penerbitan SP2D-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan 
kepada penerima Bantuan Keuangan dan Biro Administrasi Pembangunan. 

BAB IV 
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

Bagian Kesatu 
Pela po ran 
Pasal 34 

(1) Penerima BKBU wajib menyampaikan laporan penggunaan BKBU kepada 
Gubernur melalui BPKAD dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah dan 
Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah. 

(2) Laporan penggunaan BKBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi 

a. surat pengantar yang ditujukan kepada Gubernur yang ditandatangani 
oleh kepala daerah; 

b. rekening koran bukti penerimaan BKBU melalui rekening kas umum 
daerah Kabupaten/ Kota; dan 

c. rekapitulasi realisasi penerimaan dan penggunaan BKBU disertai 
penjelasannya yang ditandatangani oleh kepala daerah. 

(3) Selain laporan penggunaan BKBU dalam rangka kerja sama daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk BKBU dalam rangka kerja sama 
daerah kepala daerah Kabupaten/ Kota wajib menyampaikan laporan 
realisasi penggunaan dana berbagi (sharing) yang bersumber dari anggaran 
pendapatan dan belanja daerah penerima BKBU meliputi realisasi fisik dan 
keuangan disertai penjelasannya. 

(4) Laporan penggunaan BKBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tahun anggaran 
berakhir. 

(5) Format laporan penggunaan BKBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari peraturan Gubernur ini. 

(6) Apabila penerima BKBU tidak menyampaikan laporan penggunaan BKBU 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui BPKAD 
memberikan sanksi sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam 
perjanjian kerja sama. 

Pasal 35 
(1) Penerima BKK wajib menyampaikan laporan penggunaan BKK kepada 

Gubernur melalui Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah 
dengan tembusan kepada BPKAD, Inspektorat Daerah, dan SKPD terkait. 

(2) Laporan penggunaan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. surat pengantar yang ditujukan kepada Gubernur yang ditandatangani 

oleh kepala daerah dari Pemerintah Provinsi Lain, kepala daerah dari 
Kabupaten/ Kota atau wali Nagari/kepala Desa penerima bantuan; 

b. rekening koran bukti penerimaan BKK melalui rekening kas umum 
daerah Pemerintah Provinsi Lain, Pemerintah Kabupaten/Kota atau 
Pemerintah Nagari/Desa; dan 
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c. rekapitulasi realisasi penerimaan dan penggunaan BKK meliputi 
realisasi fisik dan keuangan disertai penjelasannya yang ditandatangani 
oleh kepala daerah Pemerintah Provinsi Lain, kepala daerah Pemerintah 
Kabupaten/Kota atau wali Nagari/kepala Desa. 

(3) Laporan penggunaan BKK disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari 
kerja setelah tahun anggaran berkenaan berakhir. 

(4) Format laporan penggunaan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
ayar (3)sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

(5) Apabila Penerima BKK tidak menyampaikan laporan penggunaan BKK 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Biro 
Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah memberikan sanksi 
administratif berupa teguran tertulis paling banyak 3 (tiga} kali. 

(6) Teguran tertulis pertama diberikan apabila penerima Bantuan Keuangan 
tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau 
ayat (2). 

(7} Teguran tertulis kedua disampaikan 7 (tujuh) hari kerja setelah penerima 
Bantuan Keuangan tidak menindaklanjuti teguran tertulis pertama 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6). 

(8) Teguran tertulis ketiga disampaikan 7 (tujuh} hari kerja setelah penerima 
Bantuan Keuangan tidak menindaklanjuti teguran tertulis kedua 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7). 

(9) Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan 
ayat (8) tidak ditindaklanjuti oleh penerima Bantuan Keuangan, Biro 
Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah memberikan rekomendasi 
kepada Gubernur untuk memberikan sanksi kepada penerima Bantuan 
Keuangan berupa tidak diberikannya Bantuan Keuangan untuk 2 (dua) 
tahun berikutnya bagi penerima BKK. 

Pasal36 
(1) Realisasi Bantuan Keuangan dicatat sebagai realisasi kelompok belanja 

transfer, jenis belanja Bantuan Keuangan dan objek, rincian objek, sub 
rincian objek belanja Bantuan Keuangan sesuai kode rekening berkenaan 
pada program, kegiatan dan sub kegiatan BPKAD selaku PPKD. 

(2) Realisasi Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
selanjutnya dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam 
tahun anggaran berkenaan. 

(3) Realisasi Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dicantumkan sebesar SP2D-LS yang telah ditransfer ke rekening penerima 
Ban tuan Keuangan. 

Bagian Kedua 
Pertanggungjawaban 

Pasal37 
(1} Penerima Bantuan Keuangan bertanggungjawab secara formil dan materil 

atas penggunaan Bantuan Keuangan yang diterimanya. 
(2) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi: 
a. laporan penggunaan Bantuan Keuangan; 
b. surat pernyataan tanggungjawab dari penerima Bantuan Keuangan atas 

penggunaan dana Bantuan Keuangan yang diterima; dan 
c. bukti pengeluaran yang 1engkap dan sah sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan 
huruf b disampaikan kepada Gubemur melalui BPKAD dan tembusan 
kepada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah, paling lambat 
30 (tiga puluh) hari kerja setelah tahun anggaran berakhir. 

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan 
dan dipergunakan oleh penerima BKK selaku objek pemeriksaan. 

BABV 
MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal 38 
(1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian 

dan pelaksanaan Bantuan Keuangan melalui Tim Monitoring dan Evaluasi 
yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur. 

(2) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
dari Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah, BPKAD, Bappeda, 
dan SKPD terkait lainnya. 

(3) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dikoordinir oleh Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah. 

(4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan dalam bentuk peninjauan lapangan sesuai kebutuhan. 

(5) Laporan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan kepada Gubernur dan tembusan kepada Inspektorat Daerah 
dan BPKAD. 

(6) Penerima Bantuan Keuangan membentuk tim monitoring dan evaluasi 
Bantuan Keuangan yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja 
perangkat daerah di daerah yang bersangkutan. 

Pasal39 
(1) Perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang 

pengawasan pada Pemerintah Provinsi Lain atau Pemerintah 
Kabupaten/Kota penerima Bantuan Keuangan, melakukan pengawasan 
terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan yang diterima. 

(2) Perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang 
pengawasan Kabupaten/Kota pada Nagari/Desa penerima Bantuan 
Keuangan melakukan pengawasan terhadap Bantuan Keuangan yang 
diterima Nagari/Desa. 

BAB VI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 40 
(1) Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan Bantuan Keuangan 

yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/ atau sisa Bantuan Keuangan 
sampai dengan tahun 2026, diberikan kesempatan untuk melaksanakan 
kegiatan terse but pada tahun 2027. 

(2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota masih belum melaksanakan 
Bantuan Keuangan dan/atau masih terdapat sisa Bantuan Keuangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bantuan Keuangan dimaksud wajib 
dikembalikan kepada Pemerintah Daerah paling lambat 31 Desember 2028. 
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BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 41 
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku: 
a. Peraturan Gubemur Nomor 1 Tahun 2022 Tata Cara Penganggaran,

Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban dan
Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan (Serita
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 1); dan

b. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban
dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan
(Serita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 34),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 42 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera 
Barat. 

Diundangkan di Padang 
pada tanggal to �eptemb,er- 202" 

SEKRET S DAERAH 
PROVINS! S MATERA BARAT 

• Padang
tt.n'ibe..- 202b 

ERA BARAT, 

LOI 

ARRYY SWANDI 

BERITA DAERAH PROVINS! SUMATERA BARAT TAHUN 2026 NOMOR 20 
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LAMPIRAN I 
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT 
NOMOR 20 TQ\-\u" 202.~ 

TANGGAL to ~epternoe.r 202" 

TENTANG 
TATA CARA PENGANGGARAN, 
PELAKSANMN DAN PENATAUSAHMN, 
PERTANGGUNGJAWABAN DAN 
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN 
EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN 

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI USULAN BKBU DALAM RANGKA 
KERJA SAMA DAERAH 

BERITA ACARA VERIFIKASI USULAN BKBU 
DALAM RANGKA KERJA SAMA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN .. . 
Nomor : ............. ..... .. ...... ... ............. ... ..... . . 

Pada hari ini ........... ... tanggal ..... ... .. .... bulan ..... .... .. ... Tahun ....... ...... . 
yang bertanda tangan di ba wah ini : 

Nama 
NIP 
Pangk at/ golongan : 
Jabatan 

selaku Ketua Tim Verifikasi Usulan Bantuan Keuangan Bersifat Umum dalam 
Rangka Kerja Sama Daerah (BKBU) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 
.. . yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur tentang 
Pembentukan Tim Verifikasi Usulan Bantuan Keuangan Bersifat Umum 
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran ... Nomor ...... Tanggal ...... Bulan 
. . . . . . Tahun .... .. , telah melaksanakan verifikasi dan penelitian terhadap 
u sulan BKBU dari daerah pengusul. 

Hasil verifikasi usulan BKBU Tahun ..... . tercantum pada tabel 
sebagaimana tersaji pada lampiran Berita Acara ini yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. 

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 

KETUA TIM VERIFIKASI , 

NAMA JELAS 
NIP. 



No 

(1) 

1 

2 

3 
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Format Larnpiran Berita Acara Verifikasi Usulan BKBU Dalam Rangka Kerja Sama Daerah 

Nama Nama 
Anggaran 

Daerah Usulan 

(2) (3) (4) 

XXX XXX Rp.XXX 

XXX XXX Rp.XXX 

XXX XXX Rp.XXX 

HASIL VERIFIKASI VERIFIKASI USULAN BKBU 
DALAM RANGKA KERJA SAMA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN .... 

Selara Fisik 
Bagian s/Tid 

/No Surat 
Bagian Prov Calon ak 

Penerima Selara 
n Proposal Penganta 

Fisik r KOH 
s 

(5) (6) (7) (8) 
(91 (10) 

xx,xx% xx,xx% 
Sciara 

Fisik V V 
s 

Tidak 
xx,x:x% xx,x:x% Sciara Fisik V V 

s 

xx,xxo/o x:x,x:xo/o 
Sciara Non 

Fisik 
V V 

s 

BERITA ACARA VERIFIKASI 
USULAN BKBU TAHUN ANGGARAN 

NOMOR 
TANGGAL 

Readiness Criteria 

Rekome 
*Surat 

ndasi 
Pernyataan Meme 

SKPD 
Status nuhi/ 

RA DE Gamb Lahan di Tidak 
B D 

Asal 
Tanda Memc ar 

Calon 
Peneri 

Tangani nuhi 
Kepala 

m a 
Daerah 

( 11 (12) (13) (14) (15) 
(16) 

l 
Meme 

V V V V V 
nuhi 

Tidak 
V V V V V mcme 

nuhi 

V X X V 
Meme 

X 
nuhi 

r-. 

Ket 

(17) 
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Selara 
Fisik 

Nama Nama Bagian s/Tid 
/No Surat No Anggaran Bagian Prov Calon ak Daerah Usulan 

Penerima Selara 
n Proposal Penganta 

Fisik r KOH 
s 

Selara Non 4 XXX XXX Rp.XXX xx,xx% xx,x.x% 
Fisik 

V X 
s 

5 Dst. 

*ket : pada kolom 15 dapat menambahkan persyaratan lainnya jika dibutuhkan 

Readiness Criteria 

RA DE 
B D 

X X 

Rckome 
*Surat 

ndasi 
Pernyataan 

SKPD 
Status 

Gamb Lahan di 
Asal 

Tanda ar 
CaJon 
Peneri 

Tangani 

ma 
KepaJa 
Daerah 

X V X 

KETUA TIM VERIFIKASI, 

NAMAJELAS 

Meme 
nuhi/ 
Tidak 
Meme 
nuhi 

Tidak 
meme 
nuhi 

ERA BARAT, 

Ket 



Nomor 
Lampiran 
Perihal 
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LAMPIRAN II 
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT 
NOMOR 20 Tetliun 202-Co 
TENTANG 
TATA CARA PENGANGGARAN, 
PELAKSANAANDAN PENATAUSAHAAN, 
PERTANGGUNGJAWABAN DAN 
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN 
EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN 

FORMAT PERMOHONAN TERTULIS BKBU 

KOP SURAT 

: Permohonan Bantuan 
Keuangan Bersifat 
Umum 

.......... , .......... ... , ....... . 

Kepada Yth, 
Bpk.Gubemur Sumatera Barat 
Cq. Kepala BPKAD Provinsi 
Sumatera Barat 
di Dengan hormat, 

... ... .... .................................... ... ~~~~~ ................................. . 

Bupati/Wali Kata, 
( .... ....... . ..................... ) 



Nomor 
Lampiran 
Perihal 

- 5 -

LAMPIRAN III 
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT 
NOMOR 2.o Tcxnun 2oH, 
TANGGAL \0 ~epttmbe..- 2.oH, 
TENTANG 
TATA CARA PENGANGGARAN, 
PELAKSANAANDAN PENATAUSAHAAN, 
PERTANGGUNGJAWABAN DAN 
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN 
EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN 

FORMAT PERMOHONAN TERTULIS BKK 

KOP SURAT 

: Permohonan Bantuan 
Keuangan Bersifat 
Khusus 

Dengan harm.at, 

.......... , .......... ... , ... .. .. . 

Kepada Yth, 
Bpk.Gubernur Sumatera Barat 
Cq. Kepala BPKAD Provinsi 
Sumatera Barat 
di 
Padang 

Gubernur /Bupati/Wali Kota/Wali 
Nagari/Kepala Desa, 

( ............ .... ...... ...... ..... ) 
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LAMPIRAN IV 
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT 
NOMOR 20 TC4"u" 202~ 
TANGGAL \0 ~e.pt.t.«t:>~r 202(o 
TENTANG 
TATA CARA PENGANGGARAN, 
PELAKSANAANDAN PENATAUSAHAAN, 
PERTANGGUNGJAWABAN DAN 
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN 
EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN 

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI USULAN BKK 

BERITA ACARA VERIFIKASI USULAN BKK 
TAHUN ANGGARAN .. . 

Nomor: ..... .......... .................................... . 

Pada hari ini .............. tanggal ......... ..... bulan .............. Tahun ............. . 
yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama 
NIP 
Pangkat/ golongan 
Jabatan 

selaku Ketua Tim Verifikasi Usulan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus 
(BKK) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran . . . yang dibentuk 
berdasarkan Surat Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim 
Verifikasi Usulan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Sumatera 
Barat Tahun Anggaran ... Nomor ...... Tanggal ...... Bulan ...... Tahun .. ... . , 
telah melaksanakan verifikasi dan penelitian terhadap usulan BKK dari 
daerah pengusul. 

Hasil verifikasi usulan BKK Tahun . . . . . . tercantum pada tabel 
sebagaimana tersaji pada lampiran Berita Acara ini yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. 

Demikian Serita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 

KETUA TIM VERIFIKASI, 

NAMAJELAS 
NIP. 
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Format Larnpiran Berita Acara Verifikasi Usulan BK.I< 

No 
Nama Na.ma 

Anggaran 
D aerah Usulan 

(1) (2) (3) (4) 

1 XXX XXX Rp.XXX 

2 XXX XXX Rp .XXX 

BERITA ACARA VERIFIKASI USULAN 
BKK TAHUN ANGGARAN ..... 
NOMOR 
TANGGAL 

HASIL VERIFIK.ASI USULAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS 
TAHUN ANGGARAN .. .. 

Readiness Criteria 

Selaras/Tidak Fisik/Non Rekomendasi 
*Surat Memenuhi/ Tidak 

Selaras Fisik Surat Pernyataan memenuhi 
Ket 

SKPD Asal 
Proposal Pengantar RAB OED Gambar 

Calon 
Status Lahan d i 

KOH 
Penerima 

Tanda Tangani 
Kepala Daerah 

(5) (6) (7 ) (8) (9) (10) (J l ) (12) (13) ( 14) (15) 

Selaras Fisik V V V V V V V Memenuhi 

T idak Selaras Fisik V V V V V V V Tidak M emenuhi 
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Readiness Criteria 

Nama Nama Selaras /Tidak Fisik/Non Rekomendasi No 
Daerah Usulan 

Anggaran 
Selaras Fisik Surat SKPD Asal 

Proposal Pengantar RAB OED Gambar 
Calon 

KOH Penerima 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

3 XXX XXX Rp.X:XX Selaras Non Fisik V V V X X V 

4 XXX XXX Rp.XXX Selaras Non Fisik V X X X X V 

5 Ost. 

""'ket: pada kolom 13 dapat menambahkan persyaratan lainnyajika dibutuhkan 

*Surat Memenuru/Tidak 
Pernyataan memenuhi 

Status Lahan di 
Tanda Tangani 
Kepala Daerah 

(13) (14) 

X Memenuhi 

X Tidak Memenuhi 

KETUA TIM VERIFIKASI, 

NAMA JELAS 

ATERA BARAT, 

Ket 

(15) 
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LAMPIRAN V 
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT 
NOMOR 2o To.1iu" 202', 
TANGGAL \0 ¼pHmber 2.oH, 
TENTANG 
TATA CARA PENGANGGARAN, 
PELAKSANAANDAN PENATAUSAHAAN, 
PERTANGGUNGJAWABAN DAN 
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN 
EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN 

FORMAT BERITA ACARA HASIL KEPUTUSAN TAPD TERHADAP USULAN BKK 
BERITA ACARA HASIL KEPUTUSAN TAPD TERHADAP 

USULAN BKK TAHUN ANGGARAN .. ... 

Nomor : ................................................... . 

Pada hari ini .............. tanggal .............. bulan .............. Tahun ............. . 
yang bertanda tangan dibawah ini : 

No Nama Jabatan Dalam Tanda Tangan 
Tim 

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor ...... Tanggal .... .. Bulan ...... Tahun 
...... dan memperhatikan Berita Acara Verifikasi Usulan BKK Tahun Anggaran 
.... Nomor ...... Tanggal .... Bulan .. .. Tahun ... .. , telah melaksanakan 
pembahasan usulan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Tahun Anggaran 
2025. 

Berdasarkan hasil pembahasan, maka menyepakati usulan Bantuan 
Keuangan Bersifat Khusus yang tercantum pada tabel sebagaimana tersaji 
pada lampiran Berita Acara ini yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Berita Acara ini untuk dianggarkan dalam Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun .... 

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 

KETUA TAPD, 

NAMAJELAS 
NIP. 
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Format Lampiran Serita Acara Hasil Keputusan TAPD terhadap Usulan SKK 

N 
0 

1 

2 

3 

4 

5 

HASIL SERITA ACARA HASIL KEPUTUSAN TAPD TERHADAP 
USULAN SKK TAHUN ANGGARAN .... 

Nama Daerah Nama Usulan U sulan Anggaran Keputusan TAPD 

XXX XXX Rp.XXX Rp.XXX 

XXX XXX Rp.XXX Rp.XXX 

XXX XXX Rp.XXX Rp.XXX 

XXX XXX Rp.XXX Rp.XXX 

Dst. 
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LAMPIRAN VI 
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT 
NOMOR 20 1Qt1ut'\ 20H, 
TANGGAL 10 c;eph.mb'-< 202') 
TENTANG 
TATA CARA PENGANGGARAN, 
PELAKSANAANDAN PENATAUSAHMN, 
PERTANGGUNGJAWABAN DAN 
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN 
EV ALUASI BELANJA BANTU AN KEUANGAN 

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB ATAS PENERIMAAN 
BKBU 

KOP SURAT 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB 

Saya yang bertandatangan di bawah ini : 
Nama 
Jabatan 
Kabupaten/kota: 

Dalam rangka mempergunakan dan mempertanggungjawabkan atas 
penerirnaan Bantuan Keuangan yang bersifat urnurn Tahun Anggaran ..... . 
dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dengan ini rnenyatakan bahwa : 

1. Saya akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana 
Bantuan Keuangan yang bersifat umum Tahun Anggaran ..... dari 
Pemerintah Provinsi Surnatera Barat sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 

2. Saya bersedia memberikan Laporan Realisasi Penggunaan dana 
Bantuan Keuangan yang bersifat umum kepada Gubemur melalui 
Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat 
dan tembusan kepada Bappeda dan Inspektorat Provinsi Sumatera 
Barat sesuai batas waktu yang telah ditentukan. 

3. Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

. ..... , ...... 20 .. . 
Bupati/Wali Kota 
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LAMPIRAN VII 
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT 
NOMOR 20 TQhut'\ 202.~ 

TANGGAL \0 <;ep\:ember 202.~ 

TENTANG 
TATA CARA PENGANGGARAN, 
PELAKSANAANDAN PENATAUSAHAAN, 
PERTANGGUNGJAWABAN DAN 
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN 
EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN 

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB ATAS PENERIMAAN BKK 
UNTUK PEMERINTAH PROVINS! LAIN, KABUPATEN KOTA 

KOP SURAT 

SURAT PERNYATAAN TANQOUNGJAWAB 

Saya yang bertandatangan di bawah ini : 
Nama 
Jabatan 
Provinsi/Kabupaten/ Kota 

Dalam rangka mempergunakan dan mempertanggungjawabkan atas 
penerimaan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus Tahun Anggaran .. . .. . 
dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dengan ini menyatakan bahwa : 

1. Saya akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana 
Bantuan Keuangan yang bersifat khusus Tahun Anggaran . . . . . dari 
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 

2. Saya bersedia memberikan Laporan Realisasi Penggunaan dana 
Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Gubernur melalui 
Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera 
Barat dan tembusan kepada Biro Administrasi Pembangunan 
Sekretariat Daerah, Bappeda, dan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat 
sesuai batas waktu yang telah ditentukan. 

3. Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

. ..... , ...... 20 .. . 
Gubernur /Bupati/Wali Kota 
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LAMPIRAN VIII 
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT 
NOMOR 2o TQhun 2oH, 
TANGGAL to Stpttmbu 2.02.~ 
TENTANG 
TATA CARA PENGANGGARAN, 
PELAKSANAANDAN PENATAUSAHAAN, 
PERTANGGUNGJAWABAN DAN 
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN 
EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN 

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB ATAS PENERIMAAN BKK 
UNTUK NAGARI DESA 

KOP SURAT 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB 

Saya yang bertandatangan di bawah ini : 
Na.ma 
Jabatan 
Nagari/Desa 

Dalam rangka mempergunakan dan mempertanggungjawabkan atas 
penerimaan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus Tahun Anggaran ..... . 
dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dengan ini menyatakan bahwa : 

1. Saya akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana 
Bantuan Keuangan yang bersifat khusus Tahun Anggaran . . . . . dari 
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 

2. Saya bersedia memberikan Laporan Realisasi Penggunaan dana 
Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Gubernur m elalui 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat 
dan tembusan kepada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat 
Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bappeda, dan 
Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sesuai batas waktu yang telah 
ditentukan. 

3. Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

. ..... , ...... 20 .. . 
Wali Nagari/Kepala Desa 
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LAMPIRAN IX 
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT 
NOMOR 2o TQl'\un 202.c 
TANGGAL \Q ~eptt.mb~...- 202<;, 
TENTANG 
TATA CARA PENGANGGARAN, 
PELAKSANAANDAN PENATAUSAHAAN, 
PERTANGGUNGJAWABAN DAN 
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN 
EV ALUASI BELANJA BANTU AN KEUANGAN 

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BKBU DALAM RANGKA KERJA SAMA 
DAERAH PADA PEMERINTAH PROVINS! LAIN KABUPATEN KOTA 

No 

1. 

2. 

3. 

dst 

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM 
DALAM RANGKA KERJA SAMA DAERAH PADA PROVINS! 
LAIN/KABUPATEN/KOTA .. .... TAHUN ANGGARAN ...... .. 

N ama Program, Anggaran Terkontrak Realisasi 
Kegiatan dan Penggunaan 
Sub Ke!!iatan 

Keuangan Fisik 
Rp (%) 

Program ..... 
Kegiatan . .... 
Sub Kegiatan: .... 
Uraian Pekerjaan 
.... 
DANA SHARING 
DARI PROVINSI 
(KHUSUS 
SHARING 
PENDANMN) 
Program .. ... 
Kegiatan . .... 
Sub Kegiatan : .... 
Uraian Pekerjaan 
.... 
DANA SHARING 
DARI KAB / KOTA 
(KHUSUS 
SHARING 
PENDANMN) 
Program ..... 
Kegiatan ..... 
Sub Kegiatan : .... 
Uraian Pekerjaan 
.... 

K et 

* berbagi (sharing) pendanaan : 
- Provinsi 
- Daerah Penerima 

XXX 
XXX 

...... , ...... 20 .. . 
Gubernur/Bupati/Wali Kata 
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Format Laporan Penggunaan BKBU dalam Pemerataan Peningkatan 
Kemamouan Keuangan Pada Pemerintah Kabuoaten/Kota 

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM 
DALAM RANGKA PEMERATAAN PENINGKATAN KEMAMPUAN KEUANGAN 
PADA PROVINSI LAIN/KABUPATEN/KOTA ...... TAHUN ANGGARAN ........ 

No Nama Program, Anggaran Realisasi Persentase Ket 
Kegiatan dan Sub 

Kegiatan 
a b C d e= d:c x f 

100% 

1. Program ..... Rp.xxx,xx Rp.xxx,xx xxx,xx¾ 
Kegiatan ..... 
Sub Kegiatan : .... 
Uraian Pekerjaan 
.... 

2. Program . .... Rp.xxx,xx Rp.xxx,xx xxx,xx¾ 
Kegiatan .... . 
Sub Kegiatan : .... 
Uraian Pekerjaan 
.... 

3. Program . .. .. Rp.xxx,xx Rp.xxx,xx xxx,xx¾ 
Kegiatan ..... 
Sub Kegiatan : .... 
Uraian Pekerjaan 
.... 

4. Program . .... Rp.xxx,xx Rp.xxx,xx xxx,xx¾ 
Kegiatan ..... 
Sub Kegiatan: .... 
Uraian Pekerjaan 
.... 

5. Program . .... Rp.xxx,xx Rp.xxx,xx xxx,xx¾ 
Kegiatan ..... 
Sub Kegiatan: .... 
Uraian Pekerjaan 
.... 

.. .... , ... .. . 20 ... 
Gubernur /Bupati/Wali Kota 

.......... .............. 
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Sistematika Penulisan Laporan Penggunaan BKBU 
Laporan Penggunaan BKBU memuat informasi paling kurang sebagaimana 
sistematika laporan berikut ini: 

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM 
DAFTARISILAPORAN 

HALAMANJUDUL 
KATA PENGANTAR 
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB 
DAFTAR ISI 

BAB I PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
B. Maksud dan Tujuan 
C. Jenis Kegiatan yang Dilaksanakan 
D. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 
E. Hasil dan Manfaat Bantuan Keuangan 

BAB II HASIL-HASIL KEGIATAN DARI BANTUAN KEUANGAN 
A. Uraian Tentang Hasil Kegiatan yang Bersumber dari Bantuan 
B. Kendala dan Permasalahan yang Terjadi 
C. Rincian Anggaran Biaya Kegiatan yang Telah Digunakan 
D. Foto Copy Asli Lokasi/Tempat/Barang Hasil Kegiatan (100%)* 
E. Foto Copy Gambar Rencana/Konstruksi Bangunan Sesuai Usulan 

Bantuan * 

BAB III PENUTUP 
A. Simpulan 
B . Saran 

LAMPIRAN 
l. Foto Copy Bukti Transfer Berupa Rekening Koran/Buku Tabungan dari 

Bank Lainnya yang Sah 

Catatan : tanda bintang (*) untuk persyaratan kegiatan fisik 

fl 
* 
cJ) /,._ 

~ .____ ----- ~~/I 
~~~ 

LDI 
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LAMPIRAN X 
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT 
NOMOR 20 TQnu" 2.02.i; 

TENTANG 
TATA CARA PENGANGGARAN, 
PELAKSANAANDAN PENATAUSAHAAN, 
PERTANGGUNGJAWABAN DAN 
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN 
EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN 

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BKK PADA PEMERINTAH PROVINS! 
LAIN KABUPATEN KOTA UNTUK KEGIATAN FISIK 

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN BERSJFAT KHUSUS PADA 
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...... TAHUN ANGGARAN ..... .. . 

No Nama Program, Anggaran 
Kegiatan dan 
Sub Kegiatan 

1. Program . .... 
Kegiatan ..... 
Sub Kegiatan: .... 
Uraian Pekerjaan 
.... 

2. DANA SHARING 
DARI PROVINS! 
(KHUSUS 
SHARING 
PENDANAAN) 
Program ..... 
Kegiatan ..... 
Sub Kegiatan: .... 
Uraian Pekerjaan 
.... 

3. DANA SHARING 
DARI KAB/ KOTA 
(KHUSUS 
SHARING 
PENDANAAN) 
Program ..... 
Kegiatan ..... 
Sub Kegiatan : .... 
Uraian Pekerjaan 
.... 

dst 

* berbagi (sharing) pendanaan : 
- Provinsi 
- Daerah Penerima 

Terkontrak Realisasi 
Penggunaan 

Keuangan 
Ro 

XXX 
XXX 

(% ) 
Fisik 

...... , ····· · 20 . .. 

Ket 

Gubernur/Bupati/ Wali Kata 
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Format Laporan Penggunaan BKK Pad a Pemerintah Provinsi 
Lain Kabu aten Kota Untuk Ke iatan Non Fisik 

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PADA 
PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA .... . . TAHUN ANGGARAN ..... .. . 

No Nama Anggaran Realisasi Persentase Ket 
Program, Penggunaan 

Kegiatan dan 
Sub Keeiatan 

a b C d e= d:c x f 
100% 

1. Program ... .. 
Kegiatan ..... 
Sub Kegiatan 
..... 
Uraian 
Pekeriaan ... . 

2. Program . ... . 
Kegiatan . .... 
Sub Kegiatan 
... .. 
Uraian 
Pekeriaan .... 

3. Program . .... 
Kegiatan . .... 
Sub Kegiatan 
..... 
Uraian 
Pekerjaan .... 

dst 

...... , ...... 20 .. . 
Gubernur /Bupati/Wali Kata 
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Format Laporan Penggunaan BKK Pada Pemerintah Provinsi 
Lain/Kabupaten/Kota Untuk Kegiatan Penanggulangan Bencana 

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PADA 
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...... TAHUN ANGGARAN ....... . 

No 

a 

1. 

Nama 
Program, 

Kegiatan dan 
Sub Keciatan 

b 

Program ..... 
Kegiatan ..... 
Sub Kegiatan 

Uraian 
Pekerjaan .... 

2. Program : ... . 
Kegiatan : ... . 
Sub Kegiatan 

Uraian 
Pekeriaan .. .. 

3. Program : ... . 

dst 

Kegiatan : ... . 
Sub Kegiatan 

Uraian 
Pekeriaan .... 

Anggaran Realisasi Persentase Ket 
Penggunaan 

C d e= d:c x f 
100% 

...... , ...... 20 .. . 
Gubemur/Bupati/Wali Kota 
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Format Laporan Penggunaan BKK Pada Nagari/ Desa 

LAPORAN PENGGUNAAN BANTU AN KEUANGAN BERSIFAT ...... . 
NAGARI/ DESAPADA NAGARI/ DESA ..... . TAHUN ANGGARAN ....... . 

No Nama Program, Anggaran Realisasi Ket 
Kegiatan dan Sub Penggunaan 

Kegiatan (Rp) 
1. Program ..... 

Kegiatan . .... 
Sub Kegiatan: .... 
Uraian Pekerjaan .... 

2. Program . .... 
Kegiatan . .... 
Sub Kegiatan: .... 
U raian Pekerj aan .... 

3. Program . ... . 
Kegiatan ..... 
Sub Kegiatan: ... . 
Uraian Pekeriaan .... 

dst 

······, ...... 20 .. . 
Wali Nagari/ Kepala Desa 
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Sistematika Penulisan Laporan Penggunaan BKK 
Laporan Penggunaan BKK memuat informasi paling kurang sebagaimana 
sistematika laporan berikut ini: 

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS 
DAFTARISILAPORAN 

HALAMANJUDUL 
KA TA PEN GANT AR 
SURATPERNYATAANTANGGUNGJAWAB 
DAFTAR !Sl 

BAB I PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
8. Maksud dan Tujuan 
C. Jenis Kegiatan yang Dilaksanakan 
D. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 
E. Hasil dan Manfaat Bantuan Keuangan 

BAB II HASIL-HASIL KEGIATAN DARI BANTUAN KEUANGAN 
A. Uraian Tentang Hasil Kegiatan yang Bersumber dari Bantuan 
8. Kendala dan Perrnasalahan yang Terjadi 
C. Rincian Anggaran Biaya Kegiatan yang Telah Digunakan 
D. Foto Copy Asli Lokasi/Tempat/Barang Hasil Kegiatan (100%)* 
E. Foto Copy Gambar Rencana/Konstruksi Bangunan Sesuai Usulan 

Bantuan * 

BAB III PENUTUP 
A. Simpulan 
B. Saran 

LAMPIRAN 
1. Foto Copy Bukti Transfer Berupa Rekening Koran/Buku Tabungan dari 

Bank Lainnya yang Sah 

Catatan : tanda bintang (*) untuk persyaratan ~ egiatan fisik 

LDI 


